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Tempat

Dengan hormat,

Memasuki Tahapan Pemilihan Serentak Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati
Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota Tahun 2024 dan dalam rangka
pengawasan Netralitas Kepala Desa dan Perangkat Desa pada Penyelenggaraan
Pemilihan Tahun 2024, dengan ini kami sampaikan hal — hal sebagai berikut:

I.  Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa;

2. Undang-Undang republik indonesia Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi
pemerintahan;

3. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur,
Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2018
Tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa Dan Lembaga Adat Desa;

S. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2020 Tentang
Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan
Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota.;

6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 Tentang Tahapan Dan
Jadwal Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta
Walikota Dan Wakil Walikota Tahun 2024

Il. Tugas dan Wewenang Bawaslu Kabupaten/Kota:

Sebagaimana pasal 30 Undang Undang 6 Tahun 2020 tentang Tugas dan
Kewenangan Bawaslu Kabupaten/Kota pada huruf (a), (b), (c) , ( e) dan (i) , bahwa
tugas Bawaslu Kabupaten/Kota pada tahapan Pemilihan bertugas mengawasi
pelaksanaan tahapan pemilihan, menerima laporan dugaan pelanggaran terhadap
pelaksanaan peraturan mengenai Pemilihan; menyelesaikan temuan dan laporan
pelanggaran Pemilihan dan sengketa Pemilihan yang tidak mengandung unsur
tindak pidana; dan meneruskan temuan dan laporan yang bukan menjadi
kewenangannya kepada instansi yang berwenang; serta melaksanakan tugas dan
wewenang lain yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan.



Ill. Sebagaimana pasal 71 Undang Undang 6 Tahun 2020 Ayat (1) bahwa
“ Pejabat negara, pejabat daerah, pejabat aparatur sipil negara, anggota
TNI/POLRI, dan Kepala Desa atau sebutan lain/Lurah dilarang membuat
keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu
pasangan calon ’.

IV. Larangan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa, diatur dalam: Undang-Undang
Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa :
1. Pasal 29 huruf huruf (b) bahwa Kepala Desa dilarang
“Membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri, anggota keluarga,
pihak lain, dan/atau golongan tertentu”.
2. Pasal 29 huruf (g) dan huruf (j) bahwa Kepala Desa dilarang :

» “menjadi pengurus Partai Politik” dan dilarang ‘ikut serta dan/atau
terlibat dalam kampanye pemilihan umum dan/atau pemilihan kepala
daerah’.

3. Pasal 51 huruf (g) dan huruf (j) bahwa Perangkat Desa dilarang “menjadi
pengurus partai politik”, dan dilarang ‘ikut serta dan/atau terlibat dalam
kampanye pemilihan umum dan/atau pemilihan kepala daerah”.

V. Berdasarkan Romawi |, Il dan Ill, Bawaslu Kabupaten Sumbawa bertugas
melakukan pengawasan dan pencegahan kerawanan pelanggaran Pemilihan
berupa Netralitas semua pihak yang dilarang dalam tahapan pemilihan Serentak
Tahun 2024 dan melaksanakan wewenang lain berupa rekomendasi kepada
instansi terkait mengenai hasil pengawasan dugaan pelanggaran netralitas yang
dimaksud, dengan ini kami mengimbau kepada Bapak/Ibu Kepala Desa dan
Perangkat Desa untuk bersikap netral pada seluruh tahapan Pemilihan
Serentak Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta
Walikota Dan Wakil Walikota Tahun 2024.

Demikian imbauan ini disampaikan untuk diperhatikan sebagaimana mestinya, atas
perhatiannya kami sampaikan terima kasih.

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Ketua Bawaslu Provinsi NTB di Mataram,;

2. Bupati Sumbawa di Sumbawa Besar;

3. Kepala Dinas PMD Kabupaten Sumbawa di Sumbawa Besar;
4. Pertinggal.




